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Agroindustri berbasis komunitas: Pendekatan sosiologis sebagai alternatif
dalam menghadapi krisis ekonomi global
Agroindustry Based on Community: the Sociological Approach as the
Alternative in  global economic crisis
Eko Murdiyanto
Staf Pengajar Jurusan Agribisnis UPN “Veteran” Yogyakarta
Abstract
The global economic crisis that jumped at countries in the world caused poverty,
especially in rural areas. To cultivate the strength in the sector of agriculture as the economic
base of the government Country through the Department of Agriculture launched the
agroindustry program that more headed in industrialisation in rural areas.
The development of agroindustry in rural areas more was aimed at the formation of the
Sentra Agroindustri Region (KSA) that connected between the rural territory, sub- urban and
urban areas. Considering in a sociological manner was gotten by the difference of the character
between three region then was needed the fastener between the three of them in the form of
“agroindustry community”.
The agroindustry community involved the role of the farmer, the government and private
enterprise in one alliance. The form of the alliance that in involving the three components in
having the acknowledgment of their respective existence was the strategic alliance
complementary vertical. With this alliance was hoped the level of welfare of the farmer could as
the core of the community increase together with the success of the development of agroindustry
in rural areas.
Key words: Agroindustry, community, alliance
PENDAHULUAN
Krisis ekonomi global yang terjadi telah menyebabkan kemiskinan, baik di perkotaan
maupun di perdesaan. Data terbaru menunjukkan jumlah penduduk miskin di Indonesia telah
mencapai 50 juta jiwa. Seiring dengan itu jumlah penganggur pun makin bertambah, sebagian di
antaranya harus rela sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia) dan meninggalkan Tanah Air untuk
mencari rezeki di negeri orang (Sibuea, http://www2.kompas.com/)
Sektor pertanian sebenarnya memiliki ketersediaan lapangan pekerjaan yang besar. Hal
ini didukung oleh kenyataan bahwa  pertanian merupakan sektor yang sangat penting bagi
perekonomian Indonesia. Bahkan pada masa krisis hanya sektor pertanian yang mengalami
pertumbuhan positif. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan semua sektor ekonomi
tumbuh pada kuartal ketiga 2007, dibandingkan triwulan sebelumnya, pertumbuhan terbesar
terjadi di sektor pertanian, yakni 10,2%. Pertumbuhan itu terutama dipasok produk agroindustri,
yakni 33,7%. Bahkan tidak ada satu negara maju pun di dunia dimana pertaniannya tidak maju.
Tingkat kecanggihan pertanian di negara maju misalnya, sama dengan tingkat kecanggihan
sektor-sektor lainnya.
Sebagai landasan perekonomian suatu negara pertanian menjadi sumber pangan, sandang
dan papan yang bermutu, murah, dan berkesinambungan bagi masyarakat. Selain itu pertanian
melalui agroindustri merupakan sumber bahan baku bagi industri lainnya; dan sebagai pemasok
tenaga kerja bagi sektor pabrikasi dan sektor jasa di perkotaan. Sejalan dengan peningkatan
pendapatan penduduk, maka kebutuhan produk olahan hasil pertanian akan semakin meningkat.
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Disamping menghasilkan nilai tambah yang jauh lebih besar dari produk primernya, pengolahan
hasil yang meningkat akan menyebabkan meningkatnya permintaan terhadap produk on-farm,
baik jumlah, mutu dan nilai, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan petani sebagai
produsen.
Pengalaman masa krisis sebelumnya menunjukkan bahwa penyebab kegagalan
pengembangan industri adalah banyaknya komponen impor (foot loose industries). Selain itu
tingkat produktivitas tenaga kerja Indonesia yang relatif lebih rendah dibanding dengan tingkat
produktivitas tenaga kerja negara lain termasuk dengan negara newly industrialized countries.
Rendahnya tingkat produktivitas antara lain disebabkan oleh kurangnya budaya industrial tenaga
kerja yang pada umumnya berasal dari pedesaan (Deptan, 2005). Selain itu tumbuhnya industri
manufaktur di perkotaan menyebabkan urbanisasi yang dapat menurunkan daya dukung, kualitas
lingkungan dan persoalan sosial ekonomi di perkotaan. Oleh karena itu, strategi pengembangan
industri kedepan harus mempertimbangkan keseimbangan antara pertumbuhan industri
perkotaan dan industri pedesaan.
Disamping akan mencegah derasnya arus urbanisasi yang menyebabkan berbagai masalah
di perkotaan, strategi ini pun akan menjamin pemerataan dengan cepat dan seimbang ke seluruh
wilayah tanah air. Industri yang pada umumnya berada di pedesaan atau di penggiran perkotaan
(sub-urban) adalah industri yang berbasis pertanian, yaitu industri pengolahan hasil-hasil
pertanian. Oleh karena itu, disamping manfaat diatas industri  yang sebaiknya dikembangkan di
pedesaan adalah industri yang berbasis pertanian. Alasannya adalah pertama bahwa bahan baku
untuk industri ini tersedia melimpah di pedesaan, dan kedua, tenaga kerja di pedesaan tersedia
melimpah sesuai dengan tingkat kemampuan yang dibutuhkan. Pada waktu yang sama, industri
utama berkembang di perkotaan, industri pabrikasi penunjang lainnya harus sudah mulai
dikembangkan secara paralel di pedesaan.
Uraian diatas menunjukkan bahwa agroindustri dapat menjadi salah satu alternatif
meningkatkan perekonomian masyarakat dan mengurangi pengangguran. Berbeda dengan
industri lain, agroindustri tidak harus mengimpor sebagian besar bahan bakunya dari luar negeri
tetapi tersedia banyak di dalam negeri. Dengan mengembangkan agroindustri secara tidak
langsung telah membantu meningkatkan perekonomian petani sebagai penyedia bahan baku
untuk industri.
Tulisan ini bertitik tolak dari  asumsi bahwa kebijakan revitalisasi pertanian melalui
agroindustri perdesaan melibatkan seluruh petani baik petani kecil, menengah maupun petani
besar. Sementara itu agroindustri merupakan usaha yang memerlukan modal besar, namun di sisi
lain petani kecil, sebagai mayoritas petani di Indonesia, memiliki kelemahan dalam menghadapi
dan memilih usaha. Tulisan ini memandang sistem agroindustri dari sudut sosiologis agar dalam
agroindustri tidak meninggalkan petani kecil dan mengikutsertakan sebagai subyek dalam
agroindustri.
PETANI INDONESIA
Sebagian Besar petani di Indonesia tergolong petani gurem atau petani kecil. Menurut
Soekartawi (2002),  jumlah petani gurem di Indonesia mencapai 9.532 ribu atau 48,9 persen dari
rumah tangga pertanian pada tahun 1983,  10.937 ribu atau 50,9 persen pada tahun 1993, dan
pada tahun 2003 diperkirakan menjadi 12.058 ribu atau 51,3 persen. Karakteristik petani gurem
secara ekonomi adalah  petani yang memiliki pendapatan rendah, pengelolaan sederhana dan
produk berorientasi pasar domestik. Disamping itu petani gurem memiliki sifat tidak mau
mengambil risiko dan  mendahulukan selamat (savety first) daripada berusaha memperoleh
keuntungan yang besar. Bagi petani, pengalaman kegagalan dalam berproduksi merupakan suatu
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yang sangat mempengaruhi sikap dan perilakunya. Menurut Scott (1983), adanya perilaku
enggan terhadap risiko di dalam pengambilan keputusan disebabkan oleh dilema ekonomi sentral
yang dihadapi oleh kebanyakan rumahtangga petani. Sifat khas pada diri petani adalah berusaha
menghindari kegagalan dan bukannya berusaha memperoleh keuntungan besar dengan
mengambil risiko.
Menurut Soemardjan (2002), karekteristik petani gurem secara sosial budaya adalah
petani yang hidup di luar kota, berteknologi sederhana, berkebudayaan dengan fokus pada sistem
sosial yang mengutamakan kekeluargaan, kerukunan, kedamaian dan harmoni antara manusia
dengan masyarakat, dan antara masyarakat dengan alam. Petani lebih menggunakan budaya
sosial daripada budaya ekonomi, berarti petani lebih mengunggulkan nilai-nilai sosial daripada
nilai-nilai ekonomi. Kondisi ini masih ditambah lagi dengan tingkat pendidikan yang cenderung
rendah. Data Sakernas (BPS, 2002) menunjukkan  pada tahun 2000 tingkat pendidikan petani di
Indonesia 40 persen hanya berpendidikan SD. Selain itu dalam perilaku ekonomi petani
dipengaruhi oleh orientasi budaya yang tercermin dalam asas resiprositas sebagai akibat adanya
persamaan nasib karena hidup dalam lingkungan yang sama, lingkungan yang memberi batasan
dalam gerak penduduknya. Batasan-batasan gerak tersebut menyebabkan keterikatan masyarakat
dengan tanah kelahiran atau sedentary dan terhadap kekerabatan menjadi sangat kuat.
Batas-batas budaya sosial ekonomi itu melemahkan petani berproduksi untuk pasar. Baru
kalau produksi usahataninya  melebih keperluan rumahtangga, petani menjual surplus
produksinya kepada pembeli umum. Oleh karena itu perubahan hendaknya diarahkan sedemikian
rupa sehingga nilai-nilai dalam budaya sosial direformasi dengan sadar agar menjadi sesuai
dengan nilai-nilai dalam ekonomi.
REVITALISASI PERTANIAN MELALUI AGROINDUSTRI PERDESAAN
Indonesia merupakan negara Agraris dengan potensi  pertanian yang melimpah baik
tanaman pangan, perkebunan, perikanan, tanaman industri, hortikultura maupun peternakan.
Potensi tersebut selama ini masih belum digarap dengan baik, sehingga nilai tambah yang yang
diperoleh masih kecil dan umumnya menguntungkan orang kota. Nilai tambah komoditi tersebut
dapat ditingkatkan melalui industrialisasi di pedesaan dengan memanfaatkan teknologi dan
kekuatan sumberdaya alam serta sumberdaya manusia desa. Peningkatan nilai tambah ini dapat
dilaksanakan melalui industrialisasi pedesaan berbasiskan pertanian, dan sektor pertanian dapat
dikatakan sebagai sektor penyanggah ekonomi dalam menggerakan roda perekonomian.
Untuk itu Departemen Pertanian melalui revitalisasi pertanian melakukan upaya yang
terencana dan terarah untuk menciptakan industri pertanian yang mampu  merubah nilai tambah
hasil pertanian dan penerapan teknologi. Keberhasilan industri tergantung sejauh mana teknologi
dapat diterapkan di lapangan terutama teknologi penanganan pascapanen dan teknologi
pengolahan. Penerapan teknologi dalam penambahan nilai baik secara kualitatif (mutu) maupun
kuantitatif sudah dimulai sejak awal tahun 1980 sampai sekarang. Upaya penerapan teknologi
tersebut ditempuh melalui kegiatan: 1) Introduksi teknologi pengolahan di tingkat petani; 2)
Gerakan penanganan pascapanen dan pengolahan ; 3) Demonstrasi dan kampanye teknologi
pengolahan; 4) Latihan teknologi pengolahan bagi pelaku 5) Pembentukan
kelembagaan di tingkat pusat maupun daerah, 6) pembentukan unit pelaksana lapangan, 7)
bantuan peralatan pengolahan sebagai percontohan dan 8) melakukan kemitraan untuk
membangun pemasaran.
Penerapan teknologi pengolahan hasil pertanian saat ini hanya dinikmati oleh sebagian
kecil masyarakat, hal ini disebabkan antara lain karena keterbatasan informasi tentang teknologi
tersebut dan perhatian pemerintah terhadap peningkatan nilai tambah selama ini masih relatif
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kecil jika dibandingkan dengan upaya produksi hasil pertanian. Dampak yang terlihat antara lain
masih tingginya tingkat kehilangan hasil pascapanen, mutu hasil olahan yang masih rendah,
tingkat efisiensi dan efektifitas hasil yang masih rendah, nilai jual yang kurang kompetitif dan
penampakan hasil (keragaan hasil) yang belum memuaskan (terutama masalah pengkemasan,
pewarnaan, pengawetan dan pelabelan).
Agar pengembangan agroindustri menjadi lebih akseleratif, terpadu dan berkelanjutan
maka Departemen Pertanian membuat Gerakan Industrialisasi Pertanian di Pedesaan (GERINDA
2020) yang merupakan perwujudan terbentuknya agroindustri modern yang berkerakyatan
dengan bertumpu pada high technology, SDM bermutu tinggi, usaha padat modal, unit bisnis
tangguh dan kompatibilitas antar sub sistem agroindustri yang tinggi.
Prasyarat berkembangnya industrialisasi pedesaan, adalah diperlukan adanya suatu proses
konsolidasi usahatani dan disertai dengan koordinasi vertikal agroindustri dalam suatu alur
produk melalui mekanisme non pasar, sehingga karakteristik produk akhir yang dipasarkan dapat
dijamin dan disesuaikan dengan preferensi konsumen akhir. Dengan demikian, setiap usaha
agroindustri tidak lagi berdiri sendiri atau bergabung dalam assosiasi horizontal, tetapi
memadukan diri dengan perusahaan-perusahaan lain yang bergerak dalam seluruh bidang usaha
yang ada pada satu alur produk vertikal (hulu-hilir) dalam suatu kelompok usaha. Untuk
mewujudkan hal tersebut, maka hal-hal yang perlu mendapat perhatian, antara lain:
1. Aspek Kebijakan
Keberpihakan pada kegiatan yang terkait dalam industrialisasi pedesaan berbasis
pertanian masih tertinggal, dibandingkan dengan kegiatan di sektor hulu. Oleh karena itu,
diperlukan suatu kebijakan yang menyeluruh dalam pembangunan agroindustri (hulu-hilir),
sehingga nilai tambah sektor pertanian dapat dinikmati oleh masyarakat di pedesaan.
2. Koordinasi Lintas Sektoral
Pengembangan penanganan industrialisasi pedesaan berbasis pertanian tidak dapat secara
parsial, oleh karena itu pendekatan koordinasi antar kelembagaan terkait perlu ditingkatkan di
pusat, daerah dan lembaga penyuluhan. Koordinasi dimaksudkan untuk mensinkronkan program
dan pelaksanaan penanganan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian agar dapat
memberikan hasil/dampak yang maksimal.
3. Aspek Teknologi
Pengembangan agroindustri diarahkan untuk meningkatkan peran teknologi melalui
penambahan jumlah alat mesin. Dalam penambahan alat mesin perlu memperhatikan jenis alat
dan mesin yang secara teknis dan ekonomi layak dikembangkan serta kondisi sosial
memungkinkan. Dalam pengembangan alat mesin tersebut pemerintah diharapkan dapat
menyediakan fasilitas kredit dengan tingkat suku bunga rendah dan persyaratan lunak.
4. Aspek Kelembagaan
Dalam penanganan agroindustri perlu ditata dan diperkuat sebagai komponen dari sistem
perekonomian di pedesaan terutama di bidang teknologi alat mesin dan manajemen usaha agar
mereka mampu meraih nilai tambah
5. Aspek Sumber Daya Manusia
Peningkatan mutu Sumber Daya Manusia (SDM) diarahkan untuk peningkatan sikap,
pengetahuan, ketrampilan dan pengembangan kewirausahaan, manajemen serta kemampuan
perencanaan usaha. Dengan peningkatan mutu SDM diharapkan penggunaan alat mesin akan
meningkat dan areal yang dapat ditangani akan bertambah. Peningkatan mutu SDM dilakukan
melalui pelatihan/kursus, kerjasama dengan lembaga pelatihan dan magang di perusahaan yang
maju. Pelatihan diberikan pada petugas, para pengelola alat mesin dan petani.
6. Aspek Permodalan
Kelembagaan yang menangani pascapanen/pengolahan pada umumnya lemah dalam
permodalan. Untuk itu perlu diupayakan adanya skim khusus untuk alat mesin
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pascapanen/pengolahan dengan persyaratan yang mudah, suku bunga rendah dan dapat
dijangkau oleh masyarakat.
PARADIGMA BARU PEMBANGUNAN BIDANG AGROINDUSTRI
Seiring dengan perjalanan waktu muncullah paradigma baru pembangunan agroindustri,
yaitu pembangunan dalam rangka pemberdayaan masyarakat, termasuk petani dan buruhtani,
melalui penyediaan fasilitas dan prasarana publik, pengembangan sistem agroindustri, industri
kecil dan kerajinan rakyat, pengembangan kelembagaan, penguasaan IPTEK guna
memanfaatkan potensi keunggulan sumberdaya alam (Soemarno, 2006). Untuk memberdayakan
ekonomi masyarakat perlu memperbaiki iklim ekonomi makro dan kegiatan ekonomi riil yang
kondusif yang  dapat menjamin kegiatan usaha ekonomi masyarakat lebih kompetitif dan
menguntungkan.
Pembangunan bidang agroindustri perlu dirumuskan sejalan dengan paradigma baru
dengan peningkatan kualitas dan profesionalitas sumberdaya manusia sebagai pelaku aktif dan
optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam dan teknologi maju yang murah, sederhana, dan
efektif disertai penataan dan pengembangan kelembagaan di perdesaan.  Pembangunan
agroindustri dengan paradigma baru ini diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat
yang akan menjadi pendorong pertumbuhan sektor non-pertanian. Keterkaitan sektor  pertanian
dan non-pertanian akan semakin cepat terjadi bila tersedia prasarana ekonomi yang mendukung
kegiatan ekonomi di pedesaan.
Pembangunan agroindustri patut mengedepankan potensi kawasan dan kemampuan
masyarakatnya. Keunggulan komparatif yang berupa sumberdaya alam perlu diiringi dengan
peningkatan keunggulan kompetitif yang diwujudkan melalui penciptaan sumberdaya manusia
dan masyarakat agroindustri yang semakin profesional. Masyarakat tani, terutama masyarakat
tani tertinggal sebagai sasaran pemberdayaan masyarakat, perlu terus dibina dan didampingi
sebagai manusia tani yang makin maju, mandiri, sejahtera, dan berkeadilan. Sumberdaya alam
dan manusia menjadi dasar bagi pengembangan pertanian masa depan.
Perencanaan wilayah yang komprehensif untuk pengembangan dan pembangunan sektor
strategis sangat diperlukan dalam pencapaian hasil pembangunan yang optimal di suatu wilayah.
Perencanaan Pengembangan Kawasan Sentra Agroindustri (P-KSA) merupakan salah satu
bentuk perencanaan wilayah untuk sektor strategis yang diharapkan dapat mendorong percepatan
peningkatan nilai tambah yang diikuti peningkatan produksi pada sentra-sentra produksi dari sub
sektor pertanian tanaman pangan, subsektor perkebunan, subsektor kehutanan, subsektor
perikanan dan subsektor peternakan yang didukung oleh sarana dan prasarana yang relevan.
Konsep kawasan dalam KSA dapat  berdiri sendiri dan ataupun menyatu dalam satu Kawasan
lebih luas (beberapa bagian wilayah kecamatan), tergantung dari potensi sentra produksi (fungsi
kawasan) serta faktor jarak geograffs dan aksesibilitas. Faktor jarak aksesibilitas sangat berperan
di dalam menentukan orientasi suatu kawasan, terutama kawasan potensial yang jauh dari pusat
pengembangan, ehingga penentuan kawasan sentra produksi tidak lagi dipengaruhi oleh batas
administratif.
Oleh karena itu untuk mempercepat pertumbuhan dan perkembangan di daerah,
dipandang perlu adanya penyusunan rencana pengembangan Kawasan Sentra Produksi guna
pengembangan komoditas unggulan/utama, yaitu subsektor pertanian tanaman pangan, sub
sektor perkebunan, sub sektor perikanan dan subsektor peternakan yang dibentuk dalam suatu
kawasan sebagai Sentra Pengembangan Produksi mulai dari berskala kecil (mikro) hingga
bersekala besar (makro) dan ekonomis. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan
ekonomi di suatu wilayah, serta pemerataan pembangunan ekonomi wilayah.
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Penentuan Kawasan Sentra Agroindustri di suatu daerah, diarahkan pada wilayah-
wilayah kabupaten / kecamatan yang memiliki potensi pengembangan agroindustri dalam arti
luas, yaitu tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, perikanan dan peternakan serta harus
ditunjang dengan ketersediaan sarana dan prasarana di wilayah itu termasuk pasar. Lingkup
kawasan tidak dibatasi dengan batas administratif, tetapi ditentukan oleh fungsinya. Dengan
demikian, maka lingkup kawasan dapat relatif luas dapat terdiri dari bagian-bagian wilayah
kecamatan, bisa juga relatif kecil dapat terdiri dari satu atau lebih dari dua bagian wilayah
kecamatan dan atau antar kabupaten / kota.
Dalam kaitannya antara batas administratif dengan faktor jarak geografis terhadap
kemungkinan terbentuknya kawasan, ada kemungkinan ditemukannya pemisahan  dari suatu
wilayah kabupaten dan masuk membentuk kawasan baru di suatu wilayah kabupaten lain.
Kemungkinan ini dapat saja terjadi di seluruh wilayah kabupaten  dan kota, terutama wilayah-
wilayah yang berbatasan langsung secara fisik.
PENGEMBANGAN AGROINDUSTRI : KOMUNITAS SEBAGAI LANGKAH AWAL
Revitalisasi pertanian melalui pengembangan agroindustri di perdesaan merupakan
pilihan yang strategis untuk menggerakkan roda perekonomian dan pemberdayaan ekonomi
masyarakat perdesaan. Hal ini, memungkinkan karena adanya kemampuan yang tinggi dari
agroindustri dalam penyerapan tenaga kerja, mengingat sifat industri pertanian yang padat karya
dan bersifat massal. Industri pertanian yang berbasis pada masyarakat tingkat menengah dan
bawah ini merupakan sektor yang sesuai untuk menampung banyak tenaga kerja dan menjamin
perluasan berusaha sehingga akan efektif dalam upaya meningkatkan perekonomian di
perdesaan. Mengingat aktivitas pertanian sebagai pilar utama pembangunan di pedesaan, maka
sangat rasional jika menempatkan industrialisasi pedesaan sebagai upaya dalam merevitalisasi
pertanian melalui paradigma baru.
Arah pembangunan bidang agroindustri menurut paradigma baru dapat diwujudkan
melalui upaya pemihakan dan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat
agroindustri dilakukan sesuai dengan potensi, aspirasi, dan kebutuhan. Sejalan dengan arah
pembangunan pertanian, peran pemerintah adalah mempertajam program pembangunan untuk
masyarakat melalui penguatan kelembagaan pembangunan, baik kelembagaan masyarakat tani
maupun kelembagaan birokrasi. Penguatan kelembagaan pembangunan pertanian dapat
dilakukan melalui pembangunan partisipatif untuk mengembangkan kapasitas masyarakat, dan
berkembangnya kemampuan aparat dalam menjalankan fungsi lembaga pemerintah yang
berorientasi pada kepentingan masyarakat. Meskipun demikian tantangan utama dalam upaya
pemberdayaan masyarakat agroindustri adalah  bagaimana membangun kelembagaan sosial-
ekonomi yang mampu memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mendapat lapangan  kerja
dan  pendapatan yang lebih layak.
Namun konsepsi pengembangan agroindustri berparadigma baru tersebut menimbulkan
pertanyaan sehubungan dengan nasib mayoritas petani (51,3%) di Indonesia tergolong petani
gurem atau petani kecil. Dalam konteks pengembangan agroindustri tersebut sebagian besar
petani berada pada aktivitas pertanian primer. Petani tersebut umumnya adalah petani subsisten
dan hanya sedikit yang menjadi petani komersial, serta sangat sedikit yang dapat berkembang
menjadi ‘konglomerat kecil’ di bidang pertanian. Petani kurang memiliki akses terhadap kegiatan
agroindustri hulu dan hilir yang umumnya dikuasai pengusaha besar, sehingga petani kurang
memiliki akses terhadap nilai tambah komoditas agroindustri yang diciptakan di hulu dan hilir.
Oleh karena itu pengembangan agroindustri di perdesaan hendaknya diarahkan dengan
memperhatikan kondisi masyarakat di perdesaan. Agroindustri yang sejatinya merupakan
industri di bidang pertanian diaharapkan mampu menjembatani kondisi sosial ekonomi petani
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dengan industri yang diharapkan, sehingga akan meningkatkan tingkat perekonomian petani.
Dengan berkembangnya industri pedesaan terutama industri pengolahan hasil pertanian
diharapkan dapat menyerap hasil-hasil pertanian di pedesaan. Untuk mengembangkan industri
pedesaan tidaklah mudah karena adanya berbagai kendala. Kendala utama yang sering dihadapi
industri pedesaan selain permodalan dan pasar adalah teknologi. Teknologi merupakan aspek
yang sangat penting dalam pengolahan hasil pertanian. Dengan teknologi, maka proses
pengolahan hasil pertanian dapat dilakukan secara efisien. Selama ini telah tersedia berbagai
teknologi pengolahan hasil pertanian, namun demikian penerapan teknologi pengolahan hasil
pertanian tersebut masih kurang intensif terutama pada industri skala kecil/rumah tangga di
Pedesaan.
Sehubungan dengan itu nampaknya petani kita belum mampu melangkah mengikuti  tahap
dalam pengembangan agroindustri tersebut. Hal ini  terjadi karena untuk melangkah ke tahap
industrialisasi perdesaan petani harus menyediakan modal investasi yang besar. Dengan
demikian proses pengembangan agroindustri tersebut merupakan penyaringan yang cenderung
meloloskan minoritas elit pemilik modal besar, dan perlu diingat pola trikle down effect yang
selama ini diterapkan tidak berjalan sama sekali, jangankan menetes ber-embun-pun tidak.
Untuk mengatasi kendala tersebut maka perlu didorong munculnya petani yang memiliki
modal cukup dengan melakukan perikatan antar petani dalam konteks sosio-industri tertentu,
sehingga petani menjadi subyek dalam agroindustri, artinya perlu mempertimbangkan struktur
social petani dalam industri perdesaaan. Bentuk perikatan yang dimaksud adalah menjadikan
petani dalam suatu sistem yang terpadu dan terkoordinir oleh suatu perusahaan agroindustri
dalam skala besar, baik BUMN maupun swasta, sehingga petani dan perusahaan agroindustri
dalam skala besar tersebut sebagai ‘satu komunitas agroindustri’, dimana terganggunya salah
satu komunitas akan menganggu komunitas lain.  Dalam hal ini perusahaan membuka peluang
berusaha bagi petani kecil dan bukan semata-mata membuka peluang kerja.
Pendekatan komunitas agroindustri melibatkan petani sebagai salah satu asupan dalam
agroindustri. Berdasarkan karakteristik sebagian besar petani yang subsisten maka perlu
ditempuh usaha-usaha terpadu secara bertahap dengan mempertimbangkan sosial budaya
masyarakat setempat, sehingga dapat ditempuh dua macam cara:
1. Bagi petani yang memiliki modal cukup untuk suatu usaha agroindustri perlu didorong untuk
suatu usaha agroindustri mandiri secara koperatif dalam skala kecil. Dengan pola ini setiap
rumahtangga tani yang menguasai memiliki modal akan mengelola suatu unit agroindustri
skala kecil. Pengelolaan kegiatan agroindustri secara lokalitas tetapi terkonsolidasi dalam
satu wadah yang bersifat koperatif untuk konsolidasi manajemen agroindustri.
2. Bagi petani yang tidak memiliki modal cukup untuk suatu usaha agroindustri perlu didorong
untuk suatu usaha sebagai mitra dalam agroindustri skala besar.
a. Perusahaan besar BUMN atau swasta  perlu membuat suatu demonstrasi area pada suatu
daerah yang memungkinkan untuk suatu usaha agroindustri. Lahan yang digunakan adalah
lahan milik petani  tertentu yang memiliki pengaruh  kuat secara sosial dalam masyarakat
dengan harapan akan diikuti oleh petani secara luas.
b. Tahap berikutnya adalah dengan menyewa lahan milik petani yang berdekatan dengan
lokasi demonstrasi area, petani pemilik lahan sebagai tenaga kerja dengan mendapat upah.
Pada tahap ini secara tidak langsung petani akan mendapat bimbingan dan penyuluhan
dalam agroindustri yang mantap.
c. Pada proses penanganan pasca panen dan pemasaran dilakukan oleh agroindustri skala
besar dengan mengikut sertakan petani. Hal ini dilakukan karena pada tahap industri
pengolahan hasil pertanian primer dan perdagangan yang dapat dilakukan secara efektif
dalam skala besar. Selain itu untuk mendapatkan harga yang baik diperlukan bargainning
position yang kuat dan agroindustri dalam skala besar yang memilikinya.
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d. Petani yang menjadi mitra agroindustri skala besar akan memiliki akses ke lembaga
keuangan, transportasi, penelitian dan pengembangan, dan lain-lain berada pada  sub
sistem lembaga jasa.
Mengingat kondisi petani di Indonesia yang sebagian petani gurem, maka perlu dipikirkan
suatu bentuk agroindustri yang mengikutsertakan petani sebagai bagian dari agroindustri. Hal ini
perlu, karena dalam pembangunan pertanian pada dasarnya ada 2 (dua) pilar yang merupakan
subyek pembangunan pertanian yaitu pelaku agroindustri (sebagai pelaku ekonomi modern)  dan
petani (sebagai pelaku ekonomi tradisional). Pelaku agroindustri memiliki modal ekonomi dan
kaum tani memiliki modal sosial.  Modal ekonomi meliputi kemampuan manajemen agroindustri
modern, teknologi, dan kemampuan finansial. Sedangkan modal sosial yang dimiliki kaum tani
yaitu institusi-institusi hubungan produksi pertanian yang bersifat informal-rasional. Modal
alami berupa modal lahan sebagian besar dimiliki oleh kaum tani dengan rerata penguasaan
lahan yang sempit dan sebagian kecil dimiliki oleh pelaku agroindustri dengan  rerata
penguasaan lahan  yang luas. Pemerintah berperan sebagai pelindung dengan regulasi dan
kebijakan-kebijan yang memihak, seperti izin ekpor, karantina, izin penangkaran dan penciptaan
iklim yang kondusif.
Salah satu strategi yang mungkin dilakukan untuk mendekatkan antar subyek revitalisasi
pertanian, termasuk dengan pemerintah adalah dengan menjadikannya ketiganya sebagai satu
komunitas.  Dengan kata lain petani, pelaku agroindustri dan pemerintah merupakan satu bagian




Gambar 1. Komunitas Agroindustri di Perdesaan
Dalam konsep komunitas agroindustri perdesaan tersebut terdapat keterkaitan sebagai
mitra antara petani, sebagai inti dari komunitas mengingat jumlahnya yang begitu besar, swasta
pelaku agroindustri dan pemerintah. Pelaku agroindustri yang sebenarnya dalam konsep
komunitas ini pada hakekatnya  adalah semua anggota komunitas. Untuk keperluan tersebut
maka perlu dilakukan penyatuan antara anggota komunitas dalam suatu Aliansi Strategis
Komplementer, yaitu antara Pemerintah, swasta, dan petani. Hal ini disebabkan bahwa aliansi
dirancang untuk mengambil keunggulan dari peluang-peluang pasar dengan mengkombinasikan
berbagai macam sumber-sumber dari perusahaan dan para pelaku ekonomi yang menjadi mitra
dengan cara saling melengkapi untuk menciptakan nilai baru. Persyaratan keberhasilan aliansi
sangat tergantung pada perpaduan efektif dan partisipasi serta pencapaian komitmen penuh
setiap pihak yang bermitra. Manfaat dan hasil dari aliansi tersebut harus menguntungkan semua
pihak yang terlibat didalamnya.
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Peran Pemerintah, swasta, dan petani sebagai bagian dari aliansi haruslah sesuai
kemampuan masing-masing. Untuk itu model Aliansi Strategis Komplementer yang lebih pas
adalah Aliansi Strategis Komplementer vertikal. Hal ini karena Aliansi Strategis Komplementer
vertikal dibentuk oleh perusahaan dan para pelaku ekonomi yang setuju untuk menggunakan
keahlian dan kapabilitasnya dalam tahap-tahap yang berbeda untuk mencapai nilai yang baru.
Aliansi yang terjadi lebih difokuskan pada kemampuan untuk menciptakan produk berkualitas,
seperti pada Gambar 2.
Pemerintah
        Perusahaan
Swasta
Petani
Gambar 2. Aliansi Strategis Komplementer vertikal
Untuk keperluan tersebut maka perlu dilakukan usaha pemberdayaan terutama di tingkat
petani sebagai inti dari komunitas pembangunan pertanian nasioanl. Pemberdayaan petani
dibangun melalui program yang menghargai adanya kebebasan berpendapat guna memotivasi
petani agar mampu mengelola usahataninya secara optimal. Kaum tani maupun pelaku
agroindustri tidak dapat berdiri sendiri untuk menghadapi era globalisasi mengingat kondisi
kaum tani di Indonesia dimana tingkat kesejahteraannya dan pendidikan yang relatif rendah.
Untuk itu perlu dicari bentuk kerjasama antara petani, pelaku agroindustri dan pemerintah
dimana masing-masing subyek pembangunan dengan modal yang mereka miliki akan
memperoleh win-win solution dan mampu menghadapi ketatnya persaingan di dunia bisnis
secara bersama-sama.
Dalam pemberdayaan ini petani akan merasa terlibat secara personal dan merasa
memperoleh pengakuan atas eksistensi dirinya yang berdampak pada peningkatan harga diri
sebagai manusia. Penerapan pemberdayaan akan menimbulkan rasa percaya diri dan mereka
akan bekerja secara efektif dan efisien, sehingga tingkat kesejahteraan petani akan meningkat
seiring dengan pembangunan agroindustri di perdesaan.
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PENUTUP
Pembentukan ‘Komunitas agroindustri’ yang mengikutsertakan petani sebagai bagian
dari komunitas tersebut tidak lepas dari kebiasaan dan sikap sebagian besar  petani di Indonesia.
Kebiasan dan sikap petani yang cenderung memusatkan pada satu usaha tertentu secara turun-
temurun dan  tidak berorientasi ke pasar global. Disamping itu kurang realistis bila akan
mentransformasikan secara cepat sistem pertanian tradisionil (subsisten) yang sudah mendarah
daging dalam masyarakat. Melalui pembentukan komunitas agroindustri di perdesaan petani
diajak untuk mengubah pandangannya dengan menjadi bagian dari agroindustri untuk  dapat
bersaing dalam pasaran global.
Untuk itu diperlukan suatu kerjasama antar pelaku agroindustri di Indonesia, yaitu
Pemerintah, perusahaan swasta dan petani dalam suatu Aliansi Strategis Komplementer
vertikal. Dengan ini diharapkan akan bersatu modal ekonomi dan modal sosial secara sinergi
bagi perkembangan pembangunan pertanian Indonesia. Dengan harapan tingkat kesejahteraan
petani akan meningkat seiring dengan pembangunan agroindustri di perdesaan.
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